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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan 

adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat 

juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat 

sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 

2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk 

melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan 

pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan 

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai salah satu 

penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan 

survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap 

pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB 

No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. 

Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 

atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan 

komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan 
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bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan 

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya 

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka 

sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

 
1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, 

terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan 
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menggunakan aplikasi Si Ice Mandiri dan Aplikasi MPP Digital. Proses teknisnya, 

sebelum pemohon mendownload SK yang sudah terbit, diharuskan mengisi Survey 

Kepuasan Masyarakat terlebih dahulu. 

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam 

kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang 

yaitu : 

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang 

harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui 

berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta 

pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. 

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan 

serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah 

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 

lanjut. 

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 
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sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan 

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid. 

 
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 

3 (tiga) bulan. Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama 

1 (satu) bulan. 

 
1.5 Penentuan Responden Responden 

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 1.785 orang.
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BAB II 

ANALISIS DATA SKM 

2.1 Analisis Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan 

yang diperoleh yaitu 1.785 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

 

No. KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH 

 
1 

JENIS KELAMIN 
Laki-laki 358 

Perempuan 1427 

Jumlah 1785 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jenis Layanan 

Apoteker 92 

Bidan Profesi 199 

Bidan Vokasi 183 

Bidan Vokasi Level 5 143 

Bidan Vokasi Level 6 48 

Dokter 128 

Dokter Gigi 44 

Dokter Gigi Spesialis Periodonsia 1 

Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi 2 

Dokter Spesialis Anak 8 

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif 5 

Dokter Spesialis Bedah 8 

Dokter Spesialis Bedah Anak 1 

Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik 2 

Dokter Spesialis Bedah Saraf 2 

Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika 6 

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 2 

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik 4 

Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer 2 

Dokter Spesialis Mata 7 

Dokter Spesialis Neurologi 5 

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 9 

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 3 

Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 7 

Dokter Spesialis Psikiatri 7 

Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi 2 

Dokter Spesialis Radiologi 5 
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  Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala 

dan Leher 
2 

Dokter Spesialis Urologi 3 

Fisioterapis 9 

Fisioterapis Level 5 3 

Ners 171 

Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis 3 

Ners Spesialis Keperawatan Maternitas 3 

Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah 6 

Nutrisionis 10 

Nutrisionis Level 5 6 

Nutrisionis Level 6 6 

Optometris 1 

Optometris Level 5 5 

Penata Anestesi 1 

Penata Anestesi Level 6 2 

Perawat Vokasi 152 

Perawat Vokasi Level 5 238 

Perawat Vokasi Level 6 1 

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 13 

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5 13 

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6 1 

Psikologi Klinis 3 

Radiografer 6 

Radiografer Level 5 16 

Radiografer Level 6 1 

Teknisi Kardiovaskuler Level 5 1 

Teknisi Pelayanan Darah 1 

Tenaga Sanitasi Lingkungan 6 

Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5 5 

Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6 3 

Tenaga Teknologi Laboratorium Medik 24 

Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5 18 

Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6 6 

Tenaga Vokasi Farmasi 39 

Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 59 

Tenaga Vokasi Farmasi Level 6 5 

Terapis Gigi dan Mulut 7 

Terapis Gigi dan Mulut Level 5 3 

Terapis Gigi dan Mulut Level 6 5 

Terapis Okupasional 1 

Terapis Wicara Level 5 1 

Grand Total 1785 
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2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 
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Chart Title 

3,950 
3,900 
3,850 
3,800 
3,750 
3,700 
3,650 
3,600 
3,550 
3,500 
3,450 

rerata IKM Per Unsur 3.644 

Mutu Unit Layanan A 

IKM Unit Layanan 3.668 = 90787 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
 

 

 
 
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa seluruh unsur pada 

Survey Kepuasan Masyarakat telah masuk pada kategori Sangat Baik. Adapun nilai 

tertinggi adalah unsur Jangka Waktu Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan 

dengan nilai 3,928, dan untuk nilai terendah adalah unsur penggunaan fitur pada 

aplikasi system layanan yaitu sebesar 3,587. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk 

melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang 

menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, 

diantaranya adalah terkait proses permohonan pengajuan. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

● Sebagian masyarakat masih belum mengetahui jenis layanan yang tersedia di 

MPP dan cara mengaksesnya. 

● Beberapa pemohon mengeluhkan waktu tunggu pelayanan di loket MPP yang 

masih cukup lama, terutama pada jam sibuk. 

Hasil analisa tersebut sebagai salah satu dasar baik untuk perbaikan kualitas 

pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak 
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lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah 

hasilnya. 

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan melalui berbagai 

mekanisme, diantara pembinaan secara berkala oleh pejabat berwenang atau melalui 

Forum Konsultasi Publik (FKP). Adapun penentuan perbaikan direncanakan tindak 

lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka 

menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 

24 bulan). Selanjutnya, rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam 

tabel berikut: 

 

No 

. 

 
Unsur 

Rencana Tindak 

Lanjut 

 
Waktu 

Penanggung 

Jawab 

1 Sistem, 

mekanisme 

dan 

prosedur 

Melakukan 

sosialisasi  jenis 

layanan MPP melalui 

media sosial, 

website resmi, dan 

spanduk  di  tempat 

strategis. 

Oktober 2025 Bidang 

Pelayanan 

  Menyediakan brosur 

dan banner 

informatif tentang 

tata cara dan 

prosedur layanan di 

area MPP. 

November 2025 Bidang 

Pelayanan 

2 Waktu 

penyelesaia 

n 

Melakukan evaluasi 

alur pelayanan untuk 

mengidentifikasi titik 

hambatan   proses 

pelayanan. 

Oktober 2025 Bidang 

Pelayanan 

  Menambah jumlah 

petugas  atau 

mengatur sistem 

Desember 2025 Bidang 

Pelayanan 
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  antrean lebih efisien 

pada jam sibuk. 

  

 
2.4 Tren Nilai SKM 

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui grafik 

berikut : 

 

 
Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang 

telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan 

publik melalui berbagai upaya perbaikan. 
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BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 

 
Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang periode (triwulan ke ii) menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (triwulan ke ii) 
 

No Unsur IKM 

1 Persyaratan 3.633 

 
2 

Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

 
3.632 

3 Waktu Penyelesaian 3.617 

4 Biaya/Tarif 3.643 

 
5 

Produk, Spesifikasi, dan Jenis 

Pelayanan 

 
3.597 

6 Kompetensi Pelaksana 3.587 

7 Perilaku Pelaksana 3.680 

 
8 

Penanganan Pengaduan, 

Saran, dan Masukan 

 
3.628 

9 Sarana dan Prasarana 3.628 

 
Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah 

menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur 
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terendah hasil SKM periode (triwulan ke ii). Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No 

 
Rencana Tindak Lanjut 

 
Tindak Lanjut 

(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon 

Dijabarkan ditambahkan 

tantangan/hambatan yang dihadapi) 

 
Dokumentasi Kegiatan 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi 

Publik (FKP) 

 
 
 
 
 
 

 
Sudah 

DPMPTSP telah menyelenggarakan 

Forum Konsultasi Publik pada 27 

Agustus 2025 yang melibatkan 

masyarakat, pelaku usaha, dan 

instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan 

menjaring masukan untuk perbaikan 

kualitas layanan MPP serta 

menyosialisasikan inovasi pelayanan. 

Tantangan: Partisipasi masyarakat 

masih terbatas sehingga perlu 

strategi sosialisasi yang lebih luas. 

 
 
 

 

 

 
 

 
2 

Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) 

Sistem MPP Digital 

serta Koordinasi 

dengan Dinas 

 
 

 
Sudah 

DPMPTSP telah melakukan 

monitoring dan evaluasi sistem MPP 

Digital pada 3 September 2025 guna 

memastikan layanan berjalan optimal 

dan terintegrasi. Dalam prosesnya, 
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Kesehatan 

 
dilakukan koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan untuk mengatasi kendala 

integrasi data dan akses layanan 

perizinan kesehatan yang sempat 

terganggu. Hasil koordinasi 

menghasilkan kesepakatan 

pembaruan data berkala dan 

peningkatan kapasitas operator. 

Tantangan: Kendala teknis pada 

sistem dan perbedaan standar data 

antar instansi membutuhkan 

penyesuaian tambahan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai 

1 Juli hingga 30 September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

• Sebanyak 1785 orang mengisi SKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang pada tahun 2025. Survei 

dilakukan terhadap berbagai jenis layanan, dengan partisipasi terbanyak berasal dari 

bidan profesi dan tenaga keperawatan. 

• Pelaksanaan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Sumedang secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 90. 

Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan adanya komitmen peningkatan kualitas 

pelayanan publik secara konsisten dari tahun ke tahun. 

• Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan adalah: 

a. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan yang masih perlu disosialisasikan 

secara lebih luas kepada masyarakat. 

b. Waktu penyelesaian layanan, terutama pada jam sibuk yang memerlukan 

penanganan antrean lebih efisien. 

• Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten 

Sumedang telah menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut (100%), melalui 

kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) serta monitoring dan evaluasi sistem MPP 

Digital bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 

 
 
 
 
 
 

 
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : 

 

DIKI HADIANSYAH , S.Sos,M.Si 
NIP. 198207202006041005 

Kepala Bidang Pelayanan 
Perizinan dan Mal Pelayanan 
Publik
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LAMPIRAN 

 
1. Kuesioner 
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2. Hasil Olah Data SKM 

 
- Data Responden 
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- Pengolahan Data 
 

 

 
 

 
- Tabulasi 
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